
 
 

 

 
 

BUPATI  LANDAK 
 

PERATURAN BUPATI LANDAK 
NOMOR 23 TAHUN  2013 

T E N T A N G 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK 
TAHUN ANGGARAN 2013 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI  LANDAK, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan  ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2013    

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2013, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2013; 

      
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas 
Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

    
  2. Undang-Undang Nomor  21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran  

Negara  Republik Indonesia Tahun  1997  Nomor  44,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia 
Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3988); 

 

SALINAN 



 
 

 
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

    
  4. Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 
3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang – Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970); 

    
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
    
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negara Republik 

indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
    
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

    
  8. Undang-Undang  Nomor   32   Tahun   2004   tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  

Republik Indonesia  Tahun  2004  Nomor  125,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor  12 Tahun  2008  tentang  
Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

    
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

    
  10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4723); 
    
  11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
5049); 



 
 

 
  12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

    
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000  Nomor 210, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

    
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan  atas Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001  Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

    
  15. Peraturan Pemerintah Nomor  24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 

    
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); 

    
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
    
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5155); 

    
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 
 



 
 
 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 
 

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

    
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

    
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5165); 

    
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 
    
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

    
  26. Peraturan Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
540); 

    
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 508); 
 
 
 



 
 

    
  28. Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 

Anggaran Transfer ke Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 41); 
    
  29. 

 
 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi 
Khusus  Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1259); 

  30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2012 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak 
Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1263); 

    
  31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber 

Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1265); 
    
  32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.07/2012 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak 

Penghasilan 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 
Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1306); 

    
  33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis 

Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013, sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2013 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk 
Teknis Pengunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013; 

    
  34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengunaan 

Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013, Sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengunaan Dana 
Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013; 

    
  35. Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 1598/D/PP/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang 
Pendidikan Menengah Tahun 2013; 

    
  36. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 42/BPKAD/2013 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan 

Keuangan Kepada Kabupaten/Kota. Kecamatan, Kelurahan, dan Desa Di Provinsi Kalimantan  Barat 
Tahun Anggaran 2013; 
 
 



 
 

    
  37. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 210/BPKAD/2013 tentang Perubahan Lampiran VIII dan 

XIV atas Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 42/BPKAD/2013 tentang Penetapan Alokasi Dana 
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2013; 

    
  38. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten 

Landak Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 7); 
 

  39. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah 
Kabupaten Landak Pada Perseroan Terbatas  Bank Pembangunan Daerah  Kalimantan Barat (Lembaran 
Daerah Kabupaten Landak Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 
1); 
 

  40. 
 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Landak  (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Landak  Nomor 6); 

    
  41. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 – 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 
2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 23); 

    
  42. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 
Nomor 1); 

    
  43. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 

Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 26); 

    
  44. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 

Pada Perseroan Terbatas Landak Barajaki (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 27); 

    
  45. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 6); 
 



 
    
  46. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan sosial Pemerintah 

Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 1); 
    
  47. Peraturan Bupati Landak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 
1); 

    
  48. Peraturan Bupati Landak Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyempurnaan Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten 
Landak Tahun 2013 Nomor 11); 

    
  49. Peraturan Bupati Landak Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyempurnaan Kedua Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten 
Landak Tahun 2013 Nomor 210); 

    
   

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2013. 
    

Pasal    1 
    
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah  Rp. 895.497.723.433,96 berkurang sejumlah 
Rp. 16.523.144.814,87 sehingga menjadi Rp. 878.974.578.619,09 dengan rincian sebagai berikut  : 
  
(1) Pendapatan  : 
 a. semula …..…………………………………………………………………….......... Rp.   841.669.951.364,40 
 b. bertambah/(berkurang) …………………………………………………………...     Rp.     15.467.494.602,91
 

   
      Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan …………………………………………..…………………………...... Rp. 857.137.445.967,31 

   
(2) Belanja  :  
 a. semula ………………………………………………………………………….....….     Rp.   895.497.723.433,96    
 b. bertambah/(berkurang) ……………………………………………………......... (Rp.    16.523.144.814,87)     
       Jumlah Belanja Setelah Perubahan ……………………………..………..………………………………………. Rp. 878.974.578.619,09  
       Surplus / (Defisit) setelah Perubahan……………………………………………………………………………… (Rp.  21.837.132.651,78) 

 



  
 

  

(3) Pembiayaan  :   
  a. Penerimaan : 

1. semula ……………………………………………………………………………. 
2. bertambah/(berkurang) ……………………………………………………... 

 
Rp.   101.327.772.069,56 

 

(Rp.    31.990.639.417,78) 
       Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahaan ……………………………………….…………. Rp.  69.337.132.651,78 
  
 b. Pengeluaran : 

1. semula…………………………………………………………………………..... 
2. bertambah/(berkurang)…………………………………....……………….... 

 
Rp.     47.500.000.000,00 

 

Rp.                           0,00 
       Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahaan…………….............................................. Rp.  47.500.000.000,00 
       Jumlah Pembiayaan Setelah Perubahan ……………………………………………………….…………… Rp.  21.837.132.651,78 
  
 

Pasal 2 

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

 

 

Pasal 3 

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

    

 

Pasal 4 
 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

 
 
 
 
 
 



  
 
 

     Pasal 5 
 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Landak. 
 
 

 
 

Diundangkan di Ngabang 
pada tanggal 9 Oktober 2013 

 
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK, 

ttd 
LUDIS 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2013 NOMOR 291 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
 

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK, 

 
 
 

Penata Tingkat I 
NIKOLAUS, SH 

NIP. 19680225 199903 1 003 

 Ditetapkan di Ngabang 
                         pada tanggal 9 Oktober 2013                      

  
BUPATI  LANDAK, 

ttd 
ADRIANUS ASIA SIDOT 
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